
Pelayanan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS)
No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon wajib memberikan surat permohonan untuk proses pendampingan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Surat permohonan dari dinas terkait untuk dilakukan pendampinga terhadap suatu proyek 2. 

Permohonan Pendampingan Proyek Strategis (PPS) pada Kejaksaan Tinggi NTB harus terlebih dahulu 

membuat surat permohonan untuk ditelaah di disetujui terlebih dahulu oleh Kepala Kejaksaan Tinggi 

NTB dengan menerbitkan Surat Perintah.

Waktu Penyelesaian

0 Bulan

Penyelesaian layanan Pengamanan Proyek Strategis Nasional mengikuti Kontrak yang telah dilakukan antara 

PPK dengan Penyedia.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengamanan Pembangunan Strategis Untuk Meminimalisir Penyimpangan dalam Pelaksanaan Proyek 

Strategis

Pengaduan Layanan

1.  Melalui website: https://kejati-ntb.kejaksaan.go.id/

2.  SP4N Lapor

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Jl. Langko No.75 831112 081373333637 

https://kejati-ntb.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 14 Jan 2025 pukul 10:16. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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